SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang: a. bahwa wuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 320
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Inodonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inodonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6779);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tetang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tetang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan
Tahun 2022 Nomor 13);
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Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7
Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2021 Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10
Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
dan
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah berupa laporan keuangan memuat:

a.

b
C.
d

=0

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca,

laporan operasional,

laporan perubahan ekuitas;

laporan arus kas; dan

catatan atas laporan keuangan.
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(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf a Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan................ Rp 8.155.596.924.194,30

b. Belanja dan Transfer.. Rp 7.341.779.488.457,90
Surplus/(defisit).....cccoeveveiiiiiinininan.n. Rp 813.817.435.736,40

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan............ Rp 424.814.527.050,45

2. Pengeluaran........... Rp 155.561.250.000,00
Pembiyaan Netto...........c.ooocoii. Rp 269.253.277.050,45
Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran 2022...... Rp 1.083.070.712.786,85

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah sebagai berikut:

a. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp300.609.332.913,30 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan. Rp 7.854.987.591.281,00
2. Realisasi.....ccccocviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiina Rp 8.155.596.924.194,30

Selisih lebih/(kurang) Rp (300.609.332.913,30)

b. Selisih lebih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah
Rp782.459.379.873,10 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja dan transfer setelah Rp 8.124.238.868.331,00

perubahan.......ccceeveiiiiiiiiiiiie e
2. Realisasi....cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeee, Rp 7.341.779.488.457,90
Selisih lebih/(kurang) Rp 782.459.379.873,10

c. Selisih kurang anggaran dengan realisasi Surplus/(defisit) sejumlah
(Rp1.083.068.712.786,40) dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah perubahan........... (Rp 269.251.277.050,00)
2. Realisasi.....ccccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieea Rp 813.817.435.736,40

Selisih lebih/ (kurang) (Rp  1.083.068.712.786,40)
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d. Selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
(Rp2.000.000,45) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Rp 424.812.527.050,00
perubahan............ccoviiiiiiiii

2. RealiSasi....cviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiee e Rp 424.814.527.050,45

Selisih lebih/(kurang) (Rp 2.000.000,45)

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp 155.561.250.000,00
Setelah perubahan............cooevviiiiiiininn.

2. RealiSasi....ccceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiecce e, Rp 155.561.250.000,00

Selisih lebih/(kurang) Rp 0,00

f. Selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
(Rp2.000.000,45) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Rp 269.251.277.050,00

perubahan..........coooiiiiiiiiii
2. RealiSasi...cccceiiiiiiiiiiiiiiiiieee e Rp 269.253.277.050,45
Selisih lebih/(kurang) (Rp 2.000.000,45)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal................c.c.oial. Rp 424.812.527.050,45

b. Penggunaan SAL  sebagai  Penerimaan Rp 424.812.527.050,45
Pembiayaan Tahun Berjalan ..............c............

Sub Total......ccoeveiiiiiiiiii Rp 0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)......... Rp 1.083.070.712.786,85
d. Koreksi  Kesalahan  Pembukuan Tahun Rp 0,00
SEDEIUMMNYA. ..ttt
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir...............c.o.ooiae. Rp 1.083.070.712.786,85
Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal layat (1) huruf ¢ per 31 Desember
2022 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp 21.000.752.490.153,80
b. Jumlah Kewajiban Rp 1.562.652.895.281,60
c. Jumlah Ekuitas Rp 19.438.099.594.872,20
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Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah
sebagai berikut:

Pendapatan LO: Rp 9.248.348.788.667,69
a. Pendapatan Asli

Daerah LO............... Rp 4.597.439.600.502,20
b. Pendapatan

Transfer LO............ Rp 4.512.940.969.354,00

c. Lain - lain
Pendapatan Yang
Sah LO....cccvevnennnen. Rp 137.968.218.811,49

Beban LO: Rp 7.148.560.497.194,98

a. Beban Operasi LO... Rp 5.028.762.325.649,94
b. Beban Transfer LO.. Rp 2.119.798.171.545,04

Surplus/Defisit Dari Operasi LO................. Rp 2.099.788.291.472,71
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional: Rp 121.740.783.162,83
a. Surplus Non

Operasional........... Rp 130.083.489.565,29
b. Defisit Non
Operasional .......... Rp 8.342.706.402,46
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa... Rp 2.221.529.074.635,54

Pos Luar Biasa:

a. Pendapatan Luar

Biasa.....c.coceeveenene. Rp 0,00
b. Beban Luar Biasa.. Rp 0,00
Surplus/Defisit LO.....cccoiiiiiiiiiiiiiineenn. Rp 2.221.529.074.635,54
Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Awal Kas per 1 Januari 2021 Rp 424.812.527.050,45
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 1.884.126.216.308,90
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c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset (Rp 1.225.868.030.572,50)
NonKeuangan
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Rp 0,00
. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris (Rp 0,00)
f. Arus Kas Akhir per 31 Desember 2020 Rp 1.083.070.712.786,85
Terdiri dari :

-Kas di BUD, dengan rincian: Rp 1.074.658.150.562,24

e Kas Akhir di BUD Rp 817.425.523.066,90

e Kas Akhir di BLUD Rp 257.232.627.495,34

-Kas di Bendahara Pengeluaran, dengan rincian: Rp 8.412.562.224,61

e Kas Akhir di Bendahara Pengeluaran SKPD Rp 3.961.846,00

e Kas Akhir di SMA/SMK/SLB Rp 8.408.600.378,61

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah
sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal........c.ooiiiiiii Rp 17.209.941.279.503,10

b. Surplus/(Defisit) LO....ccccviiiiiiiiiiiiiieeeene, Rp 2.221.529.074.635,54

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan...... Rp 6.629.240.733,56

d. Lain-lain......cocooveiiiiiiiin e Rp 0,00

e. Ekuitas AKhir......c.coooiiiiiii Rp 19.438.099.594.872,20
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 memuat
informasi baik kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. Lampiran I :  Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas :

Lampiran I.1 :  Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan pemerintahan dan organisasi;

Lampiran 1.2 :  Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan
pembiayaan,;
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Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV
Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII
Lampiran XVIII
Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2
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Rincian APBD menurut urusan pemerintah
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan,
belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan
pemerintah derah, organisasi, program, kegiatan
dan sub kegiatan;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan
Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah
Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun anggaran 2022 dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah:

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
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Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022 diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.
ROY RIZALI ANWAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (6-138/2023)

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
N]! KALIMANTAN SETALAN
YOPRALA BIRO HUKUM,

JEN, S.H., M.Si., M.H.
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